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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Rasional 

Fungsi pendidikan dalam kehidupan dan dalam pembangunan bangsa 

adalah mencerdaskan seluruh potensi dan aspek kepribadian seseorang secara total 

dan dengan taus-menerus. Pendidikan dalam arti seperti ini melekat dengan 

proses kehidupan manusia sepanjang hayat. Manusia cerdas secara total amat 

diperlukan agar manusia memiliki kapasitas untuk memecahkan berbagai 

pennasalahan kehidupannya secara sempurna. Cerdas haruslah diberi art i  tumbuh, 

berkembang dan maju secara totalitas dan sempurna seiring dengan proses 

pertumbuhan manusia. 

Pendidikan Tinggi memiliki bngsi membangun manusia agar merniliki 

kemampuan professional yang amat tinggi yang diperlukan untuk membangun 

kehidupan. Sebagai sebuah institusi, Pendidikan Tinggi menjadi pusat 

pengembangan ilmu pengetahuan dan telaologi untuk membangun peradaban 

manusia. Dalam kehidupan suatu bangsa dan Negara, Pendidikan Tinggi 

merupakan lambang kemajuan Negara tersebut. 

Pendidikan Tinggi di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan 

yang kompleks dan rumit. Terbatasnya kesempatan kerja yang dapat menyerap 

lulusan Pendidikan Tinggi menyebabkan jurnlah pengangguran lulusan 

Pendidikan Tinggi semakin menumpuk. Kesulitan pembiayaan yang dialami 

Pendidikan Tinggi menyebabkan Pendidikan Tinggi sulit berkembang menjadi 

Pendidikan Tinggi yang berkualitas. Lemahnya management dan terbatasnya 

infktmklm Pendidikan Tinggi, lemahnya system pengendalian pemerintah 

terhadap pertumbuhan Pendidikan Tinggi yang menjamur di seluruh tanah air, 

menyebabkan kesulitan yang semakin besar dalam mengendalikan mutu 

Pendidikan Tinggi tersebut. KuIlkulum, proses pembelajaran yang amat 

tradisional yang tidak memperhatikan pen~bahan yang tejadi pada lingkungan 

strategis, menyebabkan sulitnya Pendidikan Tinggi tersebut untuk maju dan 

berkembang sebagaimana yang diharapkan. 



Untuk membangun Pendidikan Tinggi yang berkualitas dan memiliki 

kapasitas menjawab tantangan masa depan, memacu daya saing di era global, 

pernahaman yang komprehensif tentang Pendidikan Tinggi secara cermat, 

merupakan titik berangkat yang diperlukan dalam upaya membangun Pendidikan 

Tinggi sebagai industry. Secara kuantitatif Pendidikan Tinggi di Indonesia cukup 

banyak, baik negeri maupun swasta. Narnun secara kualitatif tingkat 

perkembangan setiap Pendidikan Tinggi tersebut berbeda, demikian pula dengan 

tingkat kualitasnya. Pendidikan Tinggi yang memenuhi standar sebagai 

Pendidikan Tinggi bermutu secara universal masih sedikit. Tantangan nasional 

dan global dan tantangan informasi teknologi, menjadikan Pendidikan Tinggi di 

Indonesia dalam kondisi pennasalahan yang cukup kompleks, apalagi ditambah 

dengan ketergantungan yang amat kuat terhadap dana yang bersumber dari 

pemerintah atau sumber dana dari mahasiswa. 

Secara filosofis, membangun sebuah Pendidikan Tinggi sebagai industry 

memerlukan landasan filosofis yang kokoh, memerlukan visi dan misi yang jelas 

dan strategis, tepat dan lugas serta didukung serta didukung oleh system 

management modem yang andal. 

Di dalam makalah ini akan dikaji dalam berbagai perspektif tentang 

Pendidikan Tinggi Sebagai Industri: Pendidikan elitis dapat memacu daya saing di 

era global. 



BAB I1 
PEMBAHASAN 

A. Pandangan Pendidikan Tinggi Sebagai Sebuah Industri 

Industri pendidikan mempunyai dua karakteristik yang membuatnya 

menjadi calon terbaik untuk studi efisiensi, yaitu ukuran dan kenaikan 

(bertarnbahnya) biaya. Pendidikan mewakili dari satu industri terbesar di negara 

dengan perkiraan total pengeluaran langsungnya sebesar kira-kira $108 Milyar di 

tahun 1974-75, mewakili sekitar 8% Gross National Product (Bell 1974). Sudah 

tentu, satu penjelasan yang mungkin untuk bertambahnya biaya ini adalah 

meningkatnya kualitas dalam output pendidikan. Peningkatan yang mendasar 

dalam sumber biaya tentu saja menimbulkan pertanyaan penting mengenai 

performance di sektor pendidikan. Dalam tanggapannya para ahli ekonomi 

mencurahkan perhatian mereka untuk mempelajari efisiensi internal dari sektor 

pendidikan, dan usaha awal mereka mengusulkan adanya dua cabang sifat di 

lingkungan karnpus, yaitu optimisme dan pesimisme. 

Orang-orang yang pesimis mengusulkan bahwa sifat dasar dari kegiatan 

seperti pendidikan, tidak dapat dielakkan lagi untuk mengarah ke biaya nyata 

yang lebih tinggi per unit output. William Baumol sudah menyusun analisanya 

dengan memandaug pendidikan sebagai kegiatan yang 'tidak berkernbang secara 

teknologi', dirnana istilah ini diterapkan terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak 

dapat bermanfaat dari segi inovasinya, terkumpulnya modal, dan skala ekonomi 

yang lebih besar. Menurut Baumol juga, sifat intensif bunlh dari pendidikan 

berakhir dengan sendirinya, sehingga kemungkman pengganti buruh sebagai 

modal dibatasi sama sekali. Anggapan bahwa upah uang naik menurut 

meningkatnya produktivitas buruh dengan kemajuan industri secara teknologi, 

tapi peningkatan ini juga diikuti ketidak-majuan di sektor seperti pendidikan 

dalam bentuk biaya yang nyata per unit outputnya. Baurnol menyimpulkan bahwa 

biaya yang nyata dari tingkat yang sama dari output untuk industri yang 

nonprogressive seperti pendidikan, akan meningkat untuk jangka waktu yang 

lama dan tidak terbatas. Catatan bahwa model Baurnol ini tidak melihat kenaikkan 



biaya karena ketidak-efisiensian, tapi lebih kepada kenakkan yang tidak dapat 

dielakkan. Menurutnya, yang menjadi kata penghlbur diri: "Jangan mengirim 

nasihat melulu, kirim ajalah uangnya.. . " 

Narnun dernikian, karena para ahli ekonomi mempunyai kesukaan untuk 

membukttkan lebih baik nasihat daripada meningkatkan pembiayaan, sebagian 

besar ahli ekonomi yang prihatin pada sektor pendidikan mempunyai anggapan 

taktis bahwa produktivitas dalam pendidikan dapat diperbaiki. Mereka adalah 

orang-orang yang optirnis. Mereka memandang pendekatan mereka sendiri akan 

mengarahkan ke efisiensi terbesar dalam pembiayaan pendidikan. Adam Smith 

d m  Mill Friedman telah berusaha untuk menafsirkan fingsi produksi pendidikan 

yang dimasukkan dalam analisa baru-baru ini. Studi mereka sudah ditempatkan 

penilaian susunan produksinya, dengan harapan bahwa produk sedikit yang 

dihasilkan ini dapat dibandingkan dengan harga, untuk menghasilkan solusi biaya 

paling sedikit bagi produk pendidikan. 

Fungsi Produksi Pendidikan. 

Hasil (outcome) dari suatu pendidikan bagi seseorang ditentukan oleh 

kumulatif sejumlah penjelmaan 'modal' dalam diri individu melalui keluarganya, 

sekolahnya, komunitasnya dan kawan sebayanya sebaik karakeristik 

pembawaannya. Jumlah terbesar dan kualitas investasi dari masing sumber- 

sumber ini, lebih tinggi lagi akan menjadi output. Lebih khusus lagi, keluarga 

menyediakan kelengkapan materi, intelektual, dan emosional dari input yang ada 

dalam diri seorang anak, sekolahnya, kelompok sebayanya, media, dan lain 

sebagainya yang memberikan arus input setiap waktu sehingga meningkatlah 

perwujudan sumber daya manusia sebagai modal. 

Rumusan pelaksanaannya merupakan kesalahan utama dalam persamaan 

d m  variabel. Kebanyakan studi telah digunakan hanya pada ukuran output tunggal 

saja, yaitu angka uji pencapaian yang distandarisasi, meskipun kenyataannya 

sekolah-sekolah diharapkan untuk menghasilkan berbagai sikap dan keterampilan. 

Input keluarga dan latar belakang biasanya meliputi ukuran-ukuran kelas sosial 

seperti: pendidikan orang tua, kedudukan kepala keluarga, kepemilikan keluarga, 

struktur keluarga, ras dan jenis kelamin mahasiswa. Karakteristik sekolah 



termasuk fasilitas seperti: perpustakaan, laboratorium, umur dan sifat bangunan, 

personil input dan sifat bawaan para guru seperti pengalaman, pendidikan, sikap 

dan kecerdasan verbal. Pengaruh kawan sebaya termasuk kelas sosial dan ciri 

rasial teman mahasiswa yang sebaya dan variabel tertentu yang tersisa. Kesukaran 

untuk mendapatkan ukuran yang valid dari karakteristik asli mempunyai maksud 

bahwa variabel telah diabaikan dari model ekonometrik. Pengabaian ini munglun 

dihasilkan dalam penyimpangan dalam koefisien yang diukur dari variabel 

keluarga dan latar belakang. 

1. Beberapa konsep efisiensi. Efisiensi teknis dan alokatif dalam produksi 

pendidikan: Efisiensi teknis mengacu pada pengaturan sumber-sumber yang 

tersedia dalam cara-cara untuk memaksimalkan kemungkinan keluaranloutput 

yang dihasilkan. Sedangkan efisiensi alokatif atau efisiensi harga, mengacu 

pada penggunaan anggaran dalam cara-cara, yang pemberian harganya relatif, 

pengkombinasian sumber yang paling produktif yang dapat dihasilkan. 

2. Efisiensi kesejahteraan sosial dalam produksi pendidikan. Penjelasan di atas 

mengabaikan analisa aspek efisiensi penting lainnya, yaitu efisiensi sosial 

secara keseluruhan. Sehinga bagaimanapun juga hams ada anggaran untuk 

memaksimalkan kesejateraan sosial. Karena bermacam output munglun 

mempunyai nilai kecocokan yang berbeda untuk individu yang berbeda pula, 

maka dirnnglunkan untuk mendapatkan susunan output sebagai input dalam 

memaksimalkan kesejateraan individu dan kesejahteraan sosial secara total. 

3. Efisiensi dan skala. Tipe lain dari efisiensi adalah efisiensi ukuran, 

menyangkut besar dan kecilnya suatu perusahaan. Dalam berbagai macam 

ukuran sekolah yang besar baik secara individu atau wilayah, sangatlah 

memungkinkan untuk membuat skala hidup ekonorni dan bukan ekonomi. 

Peke jaan empiris pernah dilakukan, tapi untuk menemukan yang betul-betul 

kualified malah memberikan kesalahan besar yang ditentukan dengan 

kurangnya struktur teori dan masalah pengukuran. 



Asumsi-asumsi yang berhubungan dengan perilaku manusia dalam suatu 

perusahaan pendidikan 

Mari kita membuat dafiar dari beberapa kondisi secara eksplisit yang 

bersandar pada pengharapan keefisienan dalam sektor swasta. Walaupun katagori 

ini tidak eksklusif satu sama lain, tapi setiap penekanannya pada aspek 

penyampaiannya yang bersaing dapat diperiksa dengan teliti kemampuannya 

dalam menyampaikan pendidikan di sektor umum. Kedua katagori pertama 

mengacu pada pertimbangan keefisienan teknis, keda selanjutnya mengacu pada 

pertirnbangan struktur dan inforamsi pasar, dan kedua terakhir mngacu pada 

keberadaan dan pandangan terhadap pengaturan insentif yang dihubungkan 

dengan apa yang dihasilkan perusahaan. Katagori dalam perkiraan industri 

mengenai keefisienan tersebut adalah: 

1. Pengolahan pengetahuan mengenai proses produksi secara teknis. 

2. Pengelolaan kebijaksanaan mendasar melalui percampuran input. 

3. Lingkungan persaingan dasar dengan keseluruhan asumsi yang menyertainya 

(kebebasan masuk, banyaknya perusahaan, informasi yang sempurna). 

4. Pengelolaan pengetahuan tentang harga input dan output. 

5. Suatu fimgsi objektif yang konsisten dengan memaksimalkan output, seperti 

memaksimalkan keuntungan, dan 

6. Tanda keberhasilan atau kegagalan yang jelas (keuntungan, kenigian, 

penjualan, kenaikkan dan pengembalian, pembagian pasar). 

Pertanyaan yang kita harapkan untuk bersikap adalah: Apakah kondisi 

yang sejajar ada dalam perusahaan-perusahaan mum seperti sekolah atau wilayah 

sekolah yang dapat menjamin perilaku efisien dalam memproduksi suatu 

pendidikan ? Sepertinya jawabannya akan berbunyi tidak. Sebenarnya untuk 

setiap keadaan yang ditentukan di atas, kemunculan sekolah ada pada akhir 

spektrum yang berlawanan dari yang disampaikan dalam pasar persaingan : 

1. Para pengelola pendidikan pada semua tingkat kekurangan pengetahuan 

mengenai pengaturan produksi untuk mendapatkan hasil yang khusus. 

2. Menejemen kebijakan yang mendasar tidak berada diatas input yang 

diperoleh dan bagaimana mereka mengaturnya dalam produksi pendidikan. 



3. Hanya ada sedikit atau tidak sarna sekali persaingan diantara sekolah. 

4. Harga input dan output tidak secara siap tersedia untuk para pengelola 

pedidikan. 

5. Susunan karakteristik insentif dan penghargaan di sekolah-sekolah 

kelihatannya mempunyai sedikit hubungan dengan tujuan-tujuan pendidikan 

yang dinyatakan pada lernbaga-lembaga tersebut. 

6. Tidak ada tanda keberhasilan atau kegagalan yang jelas di sekolah-sekolah 

yang dapat dibandingkan dengan penjualan, keuntungan, kerugian, angka 

pengembalian, atau pembagian pasar. 

Pencapaian standarisasi sebagai output pendidikan. 

Ini merupakan pertimbangan yang sangat serius, ketika kebanyakan studi 

tentang b g s i  produksi pendidikan telah mengangap sekolah hanya 

memaksirnalkan output tunggal saja, yaitu angka pencapaian pembelajaran 

mereka. Bahkan analisa-analisa ini mengakui bahwa sifat produk sekolah yang 

berganda ini, umurnnya terbatas pada pertanyaan eksklusif mereka untuk menguji 

angka-angka. Dugaannya adalah bahwa kita sedikit mengetahui tentang sifat 

ukuran output lain yang dibandingkan dengan pemahaman kita, dan kemampuan 

untuk mengukur, keterampilan kognitif. Belum lagi output lain yang diabaikan 

dalam menafsirkan fungsi produksi pendidikan, yang akan menghasilkan 

sekurnpulan bias (penyimpangan) tentang koefisienan produksi yang diukur, 

bahkan untuk pencapaian output, bila output lain tidak mengimbangi secara ketat 

pencapaiannya dalam proses produksi. 

Bukti yang menyatakan bahwa sekolah tidak berusaha untuk 

memaksimalkan angka pencapaian, bahkan ketika pidato para petugas mereka 

menunjukkan ini sebagai tujuannya. Hal ini paling baik dilustrasikan oleh 

pengalaman dibawah Title I dari kegiatan pendidikan dasar clan menengah tahun 

1965. Karena pada tahun 1965-'66, rnilyaran dolar sudah dialokasikan oleh 

pemerintah federal untuk pendidikan sekolah anak-anak yang berasal dari 

keluarga yang pendapatannya rendah. Dalam penerapan uang lokal wilayah 

sekolah, digunakan untuk rnenyatakan maksud-maksud dan rancangan program 



Title I mereka. Sehingga kita dapat menganggap pasti bahwa tujuan-tujuan khusus 

sekolah dibawah program tersebut merupakan apa yang mereka nyatakan, dan kita 

dapat fokus pada hasil tersebut. Karena kebanyakan program dikonsentrasikan 

pada keterampilan membaca, maka sangatlah bermanfaat untuk rnengevaluasi 

pengaruh pembiayaan Title I pada hasilnya. Dalam mengevaluasi tahun 1966-67 

dan 1967-68 saya menemukan program-program membaca, dan Kantor 

Pendidikan US menemukan dasar angka uji membaca : "Anak yang berpartisipasi 

dalam proyek Title I mempunyai hanya 19% kesempatan tambahan pencapaian 

yang signifikan, 13% hilangnya kesempatan pencapaian yang signifikan, dan 68% 

kesempatan yang tidak berubah sama sekali". Selanjutnya proyek-proyek yang 

term& dalam penyelidikan sebagian besar merupakan wakil dari proyek yang 

investasi surnbernya diatas rata-rata. Oleh karena itu pencapaian tambahan 

(keuntungan) yang lebih signifikan akan didapatkan disini, ketimbang sarnpel 

yang mewakili proyek Title I. Ketidak-mampuan ini muncul menjadi seperti 

wabah. Diantara ribuan pengevaluasian proyek Title I, Kantor Pendidikan US 

memilih 1000 maksud-maksud yang sebagian besar menjanjikan penelitian yang 

cermat memalui k ontraktor penelitian yang berdiri sendiri. Dari semua ini, hanya 

2 1 yang terlihat memperlihatkan bukti yang cukup mengenai pencapaian 

tambahan mahasiswa yang signifikan, baik dalam bahasa maupun keterampilan 

angka. 

Analisa yang lebih berwawasan tentang hubungan antara produksi 

pendidikan dengan keberhasilan pasar buruh terlihat direfleksikan dalam 

pekerjaan terbarunya Bowles (1972) dan Gintis (1971). Dalam studi ini 

menggambarkan bahwa usulan sekolah yang prinsipil adalah untuk menghasilkan 

hubungan sosial dari produksi dan angka pencapaiannya hanya merupakan satu 

komponen dari hirarki produktif. Analisa ini juga mengusulkan bahwa pencapaian 

pendidikan hanya satu dari banyak output persekolahan, clan tidak perlu dijadikan 

sesuatu yang penting. 

Dalam rangka mengukur fimgsi produksi untuk pencapaian pendidikan, 

kita hams menganggap bahwa semua sekolah melaksanakan batasan produksi 

karena output ini, sehingga mengamati hubungan yang mewakili output 



maksimum dapat dihasilkan dengan input yang sedang digunakan. Kenyataan 

bahwa sekolah-sekolah sedang memproduksi output lain disamping pemcapaian 

kognitif, meningkatkan pertanyaan serius tentang asumsi ini, karena itu beralasan 

untuk mempercayai bahwa produksi output lain menurunkan jurnlah pembelajaran 

kognitif yang akan dihasilkan. Dalam kasus ini, jelaslah bahwa penafsiran statistik 

diantara keberadaan sekolah-sekolah yang hanya mempertimbangkan pencapaian 

angka mahasiswa yang dihasilkan, tidak akan memberikan kita perkiraan 

pembatasan produksi, karena pencapaian dapat lebih diperoleh melalui penurunan 

tingkat keseluruhan output yang tidak saling melengkapi hingga zero (nol). 

Sayangnya, diabaikannya keseluruhan output sekolah secara konseptual, 

ukuran-ukuran mereka, dan hubumgan struktural mereka untuk yang lainnya dan 

untuk input, membatasi kemarnpuan kita untuk memasukkan output-output yang 

tidak tercapai ke dalarn analisis. Hasil dari keterbatasan-keterbatasan ini hampir 

ada di setiap studi, yang berusaha untuk menafsirkan fungsi produksi pendidikan 

dan yang mempunyai pertimbangan bahwa pencapaian pendidikan hanya sebagai 

sebuah output. 

Ketidak-efsienen teknis dalam rnenghasilkan pencapaian mahasiswa dan 

implikasinya terhadap evaluasi. 

Disana tidak ada rekan imbangan di dalam lingkungan persaingan suatu 

perusaham yang akan merangsang pencapaian suatu industri. Bahkan bila sekolah 

berusaha untuk memaksimalkan pencapaiannya, usahanya akan dibatasi oleh 

ketidak-sempurnaan pengetahuan dan keterbatasan keleluasaan para menejer 

sekolah. Lebih lagi, output lain besaing dengan pencapaian sumber-sumber 

sekolah. Kemudian, usaha-usaha untuk mengukur fungsi produksi pendidikan 

yang menggunakan pencapaian sebagai output didasarkan pada asumsi 'tau sama 

tau' bahwa : sekolah memproduksi sebanyak munglun pencapaian yang dapat 

diperoleh dengan stunber-sumber mereka. Oleh sebab itu mereka memproduksi 

batasan 'pencapaian'. Walaupun kemungkinan inefisiensi teknisnya cenderung 

tinggi, tapi pengukuran fungsi produksi pada output ini sepertinya menghasilkan 

koefisien yang berat sebelah dan irnplikasi yang menyesatkan. 



Pengamh efisiensi dari suatu pengukuran. 

Bila kita mengukur hanya pada h g s i  produksi rata-rata atau hanya pada 

h g s i  produksi yang dibatasi, apakah ratio optimal dari input-input yang 

diperoleh dari satu u k m  dapat juga diterapkan untuk yang lainnya? Jawaban 

dari pertanyaan ini jelas bergantung pada apakah ada perbedaan dalam susunan 

parameter yang dihubungkan dengan masing-masing input. Sebagai contoh, 

mungkin saja inefisiensi dari sekolah-sekolah yang tidak dibatasi adalah 

netraVmurni diantara input-input, sehingga setiap tingkatan input dan setiap 

kombinasi dari input ratio produk marginal adalah identik untuk fungsi yang 

dibatasi maupun fungsi rata-rata. 

Kecenderungan inefisiensi teknis dalam memproduksi pendidikan, seperti 

ke-inefisiensi-an yang tidak murni diantara input-input. Oleh sebab itu, sekolah 

yang inefisiensi diorganisasi dengan cara yang inefisiensinya relatif dalam 

menggunakan satu input munglun lebih besar inefisiensiannya dibanding yang 

lain. 

Sekarang menjadi jelas, bahwa didalam kondisi-kondisi yang beralasan, 

nasihat para ahli ekonomi dalam menggunakan pendekatan ekonornetri untuk 

mengukur fungsi produksi, sebenarnya dapat mengacu pada pernyataan yang 

'dapat menurunkan alokasi efisiensi di sektor pendidikan'. Bahkan dengan 

penetapan harga yang sama, bila setiap perusahaan mempunyai penetapan produk 

marginal yang berbeda dimana tingkat faktor pengganti marginalnya berbeda dari 

satu perusahaan ke perusahaan lainnya, maka peraturan keputusan pada kombinasi 

input yang optimal di sektor pendidikan akan mempunyai kemungkinan yang 

tinggi untuk memproduksi peningkatan dalam mengalokasikan efisiensi. Prospek 

ini menjadi lebih jelas bila kita menggambarkan sebuah industri yang tersusun 

dari tiga perusahaan, Z1, 22, 23. Bila kita mengasumsikan bahwa setiap 

perusahaan melaksanakan sendiri 'fbngsi produksi'nya, maka kita dapat 

menggarnbarkan unit produk secara individu 'isoquants' untuk setiap perusahaan.. 

Setiap perusahaan menghasilkan tingkat pencapaian output yang sama, walaupun 

pemetaan faktor kombinasinya mungkin berbeda. 



Memperkenalkan inefisiensi-inefisiensi selanjutnya dalam produksi 

pendidi kan 

Singkatnya, dengan mempercayai dan implementasi hasil dari evaluasi 

industri, industri menjadi h a n g  efisien daripada efisiennya. Belum lagi, tehnik- 

tehnik evaluasi yang didasarkan pada penggunaan alat-alat bantu dari analisa 

ekonomi yang sangat canggih. Tidak ada pengukuran tunggal dari fungsi 

pencapaian dari produksi ekonomi akan memecahkan masalah ini. Oleh 

karenanya, faktor proporsi optimal akan bermacam-macam dari satu perusahaan 

ke perusahaan lainnya, dan pengadopsian yang sama untuk industri akan 

menurunkan keseluruhan alokasi efisiensi. Bahkan analisa ini mengasumsikan 

bahwa tidak akan ada kesalahan dalam mengukur relationship, dan bahwa harga 

yang relatif sarna dapat diterapkan untuk setiap perusahaan. Kenyataannya tidak 

ada dari asumsi-asurnsi ini dengan valid menunjang argurnentasi selanjutnya, 

yaitu: bahwa pernyataan efisiensi yang didasarkan pada h g s i  produksi secara 

statistik dari pencapaian mahasiswa untuk industri pendidikan, dapat lebih 

membahayakan ketirnbang bermanfaat di sektor efisiensi. 

Menjadi suatu beban pemikiran bahwa saat ini kita tidak dapat 

mengidentifikasi atau mengukur sebagian besar output pendidikan, dan kita 

dengan kecewa mengabaikan spesifikasi dan pengukuran susunan input yang 

tepat. Selanjutnya, karena bagian yang terbesar dari anggaran sekolah dihabiskan 

pada personil, maka satu yang paling menirnbulkan pertanyaan apakah 'harga' 

guru adalah sama untuk setiap sekolah atau wilayah sekolah? Untuk tingkat gaji 

guru yang sama, para guru lebih memilih bekerja dalam sekolah yang diikuti oleh 

anak-anak muda kelas menengah, dan di daerah pinggir perkotaan, dibandingkan 

di sekolah yang diikuti oleh anak-anak muda rninoritas, di kelas ekonomi yang 

lebih rendah, dan di daerah pedesaan atau di daerah yang sudah benar-benar kota. 

Satu yang dapat diharapkan di sini adalah bahwa pilihan-pilihan guru yang relatif 

terhadap sekolah tertentu direfleksikan dalam gajil penghasilan wajib untuk 

mernperoleh guru-guru di sekolah tertentu. 

Sudah tentu, adalah ha1 yang memunglankan bahwa masalah yang serupa 

dan serius timbul dalam menganalisa industri sektor swasta, kemudim 



meninggalkan studi-studi ini dengan kesimpulan yang keliru. Belurn lagi adanya 

perbedaan kuanturn dalam pengaruh dari penemuan kasus yang salah, 

dibandingkan dengan penemuan di dalam pengevaluasian industri pendidikan. 

Perbedaan yang utarna adalah perusahaan-perusahaan swasta akan cenderung 

memutuskan kombinasi input mereka yang didasarkan lebih kepada cara mereka 

menghadapi situasi khususnya, dibandingkan pada 'hasil' rata-rata industrinya. 

Selanjutnya, tingkat kesatua. perusahaan yang lebih tinggi, yang hasilnya tidak 

berguna, akan muncul dari pimpinan yang secara layak dia. 

B. Kebijakan Otonomi Pendidikan Tinggi 

Otonomi Pendidikan Tinggi diawali pada tahun 1999, ketika pemerintah 

Indonesia mensahkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 untuk 

memfasilitasi rencana perubahan universitas negeri menjadi universitas yang 

otonomi atau Universitas Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Otonomi 

perguruan tinggi ditujukan antara lain untuk: (a) percepatan pengembangan 

institusi. Hal ini disebabkan terdapat perbedaan kemampuan masing-masing 

institusi tanpa hams tergantung satu dengan lainnya, (b) akuntabilitas, (c) 

transparansi, dan (d) efisiensi. Pendidikan Tinggi. Empat Universitas Negeri 

terbesar, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institut Pertanian 

Bogor, dan Institut Teknologi Bandung menjadi pionir perubahan. 

Pada bulan Desemba 2000, ke empat universitas tersebut berubah status 

secara sah menjadi badan huktun atau Universitas BHMN melalui Peraturan 

Pemerintah nomor 152/2000, 153/2000, 15412000, dan 155/2000. Setelah berubah 

status menjadi BHMN, metode keuangan dari pemerintah berubah. Anggaran 

tradisional yang sebelumnya berupa metoda komponen pembiayaan untuk biaya 

operasional telah diganti dengan hibah berdasarkan kinerja mereka (block grunt). 

Sedangkan anggaran investasi diduk~mg oleh pemerintah melalui persaingan 

terbuka atau hibah kompetitif. 

Selanjutnya tiga universitas lainnya juga menyusul berubah menjadi 

BHMN yaitu: Universitas Sumatera Utara (2003), Univesitas Pendidikan 

Indonesia (2004) dan Universitas Airlangga (2006). 



Dalam rangka melanjutkan kebijakan otonorni Pendidikan Tinggi, pada 

tahun 2009 pemerintah kembali menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 9 tahun 2009 tentang "Badan Hukum Pendidikan yang dimaksudkan untuk 

mengisi kesenjangan peraturan dan memberikan landasan hukum kepada sektor 

pendidikan untuk secara menyeluruhan menjadi lembaga pendidikan yang otonomi. 

Peraturan yang disahkan pada Januari 2009 tersebut secara luas dikenal sebagai 

"UU BHP". Secara keseluruhan bertujuan untuk menyediakan dasar hukum unak 

mernpromosikan "otonomi manajemen pendidikan pada institusi formal" di tingkat 

pendidikan dasar, sekunder, dan tinggi. Meskipun untuk sekolah dasar 

wajib. Undang-undang tersebut selanjutnya menetapkan bahwa sekolah dasar dan 

menengah yang memiliki nilai akreditasi "A" dan didirikan oleh pemerintah pusat 

atau daerah, bersama-sama semua lembaga Pendidikan Tinggi negeri dapat segera 

menjadi badan hukurn (Pasal 8). Peraturan tersebut lebih lanjut menetapkan 

struktur manajemen dan penataan aset manajemen yang diperlukan oleh setiap 

entitas lembaga pendidikan. 

UU BHP, bagaimanapun juga, mensyaratkan agar pendidikan disediakan 

oleh entitas nirlaba, yang tampaknya menghalangi komersialisasi, untuk investasi 

yang menguntungkan di Pendidikan Tinggi. Entitas hukum pendidikan swasta 

dapat didirikan oleh Yayasan swasta. Namun, garis kepemilikan tampaknya 

menjadi kabur: apakah dana tersebut "hadiah" atau investasi (yaitu apakah 

investasi itu harus dikernbalikan ketika entitas dibubarkan) masih h a n g  jelas. 

Selain itu, pelaksanaan aturan BHP hams ditata secara jelas agar sejalan dengan 

Undang-undang Nomor 12 tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah dan peraturan 

pelaksanaannya, yang memungkrnkan investasi asing masuk dalam bidang 

pendidihn melalui perseroan terbatas dengan plafon ekuitas 49 persen. 

Selain itu, Undang-undang BHP memiliki kerangka rincian pendanaan 

unatk sebuah "Badan Hukum Pendidikan". Salah satu bab kunci (Bab IV) di UU 

tersebut adalah pengaturan pernbiayaan badan hukum. Hal ini menyatakan bahwa 

"sumber dana untuk pelayanan pendidikan formal yang diberikan oleh badan 

hukum pendidikan harus ditetapkan dengan mempertimbangkan konsep 

kesetaraan, kecukupan dan prinsip-prinsip keberlanjutan"; dan "pendanaan 



pendidikan formal yang diselenggarakan oleh badan hukum pendidikan berada di 

bawah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku ". Terkait 

Pendidikan Tinggi, ditetapkan bahwa "Pemerintah, bersama-sama dengan Badan 

Pendidikan Pernerintah, Badan Hukum Pendidikan Pemerintah, menanggung 

seluruh biaya investasi, beasiswa dan bantuan pendidikan BHPP "dm Pemerintah 

bersama-sama dengan BHPP hams menanggung minimal % (setengah) dari 

operasional BHPP dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi berdasarkan standar 

pelayanan minimum". Lebih lanjut peraturan tersebut menjelaskan bahwa biaya 

per mahasiswa hams sesuai dengan tetapi tidak meleblhi 113 dari biaya 

operasional keseluruhan (Pasal 41). UU ini juga mensyaratkan 20% mahasiswa 

berpengbasilan termiskin berhak untuk menerirna beasiswa Pemerintah (Pasal46). 

Pendekatan yang sangat preskriptif ini tampaknya bertentangan dengan maksud 

asli peraturan tersebut dalam ha1 mernfasilitasi otonomi kelembagaan. Namun, 

dengan jelas melegalkan Pemerintah untuk terus mendanai lembaga-lembaga 

otonomi yang tidak diizinkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelurnnya. 

Setelah diterbitkannya Undang-undang ini, semua lembaga pendidikan 

mulai mempersiapkan diri agar dapat ditetapkan menjadi BHP. Bahkan lembaga 

donor seperti Bank Dunia dan ADB ikut serta mendukung kebijakan pemerintah 

ini melalui berbagai kegiatan persiapan lembaga Pendidikan Tinggi. Namun 

sementara kegiatan persiapan menuju otonomi sedang belangsung, tiba-tiba pada 

tanggal 3 1 Maret 201 0, permohonan judicial review terhadap W BHP dikabulkan 

oleh Mahkamah Konstitusi yang kemudian memutuskan untuk mencabut W 

tersebut. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Peraturan 

Pemerintah tentang BHP tidak selaras dengan amanah UUD 1945 dan menciptakan 

ketidak pastian hukum. Lebih lanjut, putusan yang dibuat oleh 9 hakim Mahkamah 

Konstitusi tersebut menjelaskan 5 alasan sebagai dasar pertimbangan pembahdan 

BHP: 

(1) UU BHP memiliki banyak kekurangan dalam hal kejelasan yuuidis, obyektif, 

dan keselarasan dengan hukurn lain yang sudah ada; 



(2) UU BHP mengasumsikan bahwa lembaga pendidikan memiliki manajemen 

dan kapasitas pembiayaan yang sama, yang sebenarnya tidak terjadi di 

Indonesia; 

(3) Pemberian otonorni kepada lembaga-lembaga pendidikan akan mengarah 

pada terjadinya kekurangan dana pada banyak institusi, dan berpengaruh 

negatif terhadap pendidikan; 

(4) UU BHP tidak menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional, dan ha1 itu 

bertentangan dengan komitmen UUD 1945; dan 

(5) Prinsip non-for-profit untuk lembaga pendidikan dapat diterapkan dalam 

bentuk hukum lainnya, tidak hams dalam bentuk BHP. 

Selanjutnya dalam rangka mengisi kekosongan hukum tentang 

penyelenggaraan Pendidikan Tinggi karena dicabutnya Undang-undang tentang 

BHP dan sementara menunggu terbitnya undang-undang baru sebagai 

penggantinya, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 

Tahun 2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum, 

yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pada saat yang 

bersarnaan dipersiapkan undang-undang yang telah menyempumakan masukan- 

masukan dari pertimbangan keputusan Mahkamah Konstitusi, sampai kemudian 

pada tanggal 10 Agustus 2012 Dewan Perwakilan Rakyat mensahkan Undang- 

undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi 

dimana pada pasal 65 diatur mengenai Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan 

Hukum Pendidikan. 

Pada hakekatnya ide Undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan 

adalah untuk memperkuat otonorni perguruan tinggi di Indonesia. Strategi 

pertama adalah memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk 

berkreasi dan bertindak secara mandiri dan tidak lagi terikat pada b i r o h i  

pernerintah pusat yang tersentralisasi. Strategi kedua adalah mendorong 

pemberdayaan perguruan tinggi agar tidak lag "cengeng" dengan sepenuhnya 

bergantung kepada pemerintah. Jadi ada upaya untuk secara inovatif 

mengembangkan diri sebagai entrepreneur (Bustami Rahman, 2003). 



Mengapa perlu Badan Hukum Pendidikan? 

Pada pasal 1 butir 1 diuraikan arti Badan Hukurn Pendidikan sebagai 

badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal (UURI, 2009) dengan 

tujuan mernajukan pendidikan nasional dengan menerapkan otonomi perguruan 

tinggi pada jenjang Pendidikan Tinggi Pertanyaan yang muncul selanjutnya 

adalah mengapa Pendidikan Tinggi perlu diatur oleh UURT tentang Badan Hukum 

Pendidikan. Dasar hukurn untuk menjawab pertanyaan ini terdapat pada pasal 53 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Peendidikan Nasional yang menyatakan: 

1) penyelenggara dadatau satuan pendidikan formal yang didirikan 

pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. 

2) badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) berprinsip 

nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan 

pendidikan. 

3) Ketentua. Tentang Badan Hukum Pendidikan diatur dengan Undang- 

Undang 

Namun dikarenakan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan 

Hukum Pendidikan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka amanah 

pasal 53 ayat 3 tersebut selanjutnya diakomodasi pada ayat 65 dan 66 Undang- 

undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa: 

Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 

64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri 

kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum atau dengan mernbentuk PTN badan hukurn untuk menghasilkan 

Pendidikan Tinggi bermutu (pasal 65). Sedangkan pasal 66 ayat 2 menyatakan 

"Statuta PTN Badan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Pernerintah". 



Dasar Hukum: 

a. Pasal31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang 

Pengelolaan dan Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan 

Hukum. 

d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (permendiknas) Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan 

pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP. 

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraau Pendidikau. 

f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi. 

Manfaat Undang-undang tentang BHPI Pendidikan Tinggi 

Dalam sosialisasinya, Dikti memaparkan mengenai manfaat adanya 

Undang-undang tentang perguruan tinggi sebagai berikut: 

Masyarakat 

J Memiliki banyak pilohan jenis Pendidikan Tinggi yang setara. 

J Jaminan dapat kuliah sesuai dengan kemarnpuan akademiknya. 

J Biaya kuliah yang dikendalikan, sehingga terjangkau. 

J Jarninan memperoleh layanan pendidikan bermutu. 

Dunia Usaha 

J Memanfaatkan penelitian di perguruan tinggi untuk inovasinya. 

J Memperoleh insentif bagi yang memberikan bantuan ke 

Pendidikan Tinggi. 

Pergumn Tinggi 

J Jarninan terhadap otonomi akademiknya. 

J Memiliki fleksibilitas dalampengelolaan sumber daya 

untukmeningkatkan mutunya. 



J Memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah melalui bantuan 

operasional Pendidikan Tinggi. 

Pemerintah 

J Dapat mendorong perguruan tinggi untuk mernajukan iptek melalui 

pelaksanaan Tridharma secara komprehensif dan terpadu. 

J Dapat memberikan layanan Pendidikan Tinggi yang berkesetaraan. 

Dosen 

Jaminan memperoleh dana penelitian. 

J Kesetaraan dalam jenjang karir akadernik. 

Satu stakeholder Pendidikan Tinggi yang juga akan memperoleh 

manfaat adalah para peserta belajar. Manfaat terhadap adanya jaminan untuk 

memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas selama masa belajar, serta 

kesempatan untuk memperoleh pengalaman mengimplementasikan hasil 

belajarnya melalui pemanfaatan kerjasama yang digalang oleh perguruan 

tinggi tempat yangbersangkutan belajar dengan dunia industry. 



BAB In 
KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil beberapa kesirnpulan sebagai 

berikut: 

1. Pandangan Pendidikan Sebagai Sebuah Industri 

Ukuran dan keanikan bertarnbahnya biaya, optimism dan pesimis. Pendidikan 

sebagai sesuatu yang tidak berkembang secara telcnologi (Boumel). 

Meningkatkannya biaya untuk produktivitas meningkat dalam jangka waktu yang 

lama. Jangan mengirimi nasihat kirirnlah uangnya. Fungsi produksi pendidikan; 

Hasil (outcome) dari suatu pendidikan bagi seseorang ditentukan oleh kurnulatif 

sejumlah penjelrnaan 'modal' dalam diri individu melalui keluarganya, 

sekolahnya, komunitasnya dan kawan sebayanya sebaik karakeristik 

pembawaannya. Input keluarga dan latar belakang biasanya meliputi ukuran- 

ukuran kelas sosial seperti: pendidikan orang tua, kedudukan kepala keluarga, 

kepemilikan keluarga, struktur keluarga, ras dan jenis kelarnin murid. 

Karakteristik sekolah terrnasuk fasilitas seperti: perpustakaan, laboratorium, umur 

dan sifat bangunan, personil input dan sifat bawaan para guru seperti pengalaman, 

pendidikan, sk ip  dan kecerdasan verbal. Pengaruh kawan sebaya termasuk kelas 

sosial dan ciri rasial teman murid yang sebaya dan variabel tertentu yang tersisa. 

Katagori dalam perkiraan industri mengenai efisiensi adalah : 

a. Pengolahan pengetahuan mengenai proses produksi secara teknis. 

b. Pengelolaan kebijaksanaan mendasar melalui percampuran input. 

c. Lingkungan persaingan dasar dengan keseluruhan asumsi yang menyertainya 

(kebebasan masuk, banyaknya perusahaan, informasi yang sempurna). 

d. Pengelolaan pengetahuan tentang harga input dan output. 

e. Suatu hngsi objektif yang konsisten dengan memaksimalkan output, seperti 

memaksimalkan keuntungan, dan 

f. Tanda keberhasilan atau kegagalan yang jelas (keuntungan, kerugian, 

penjualan, kenaikkan clan pengembalian, pembagian pasar). 



2. Kebijakan Otonomi Pendidikan Tinggi 

Kebijakan otonorni pendidikan yang dirancang pemerintah dan 

diwujudkan melalui UU BHP ini seyogiayanya akan mengantarkan setiap 

penyelenggara pendidikan pada persaingan yang tinggi. Solusi dalam 

memenangkan persaingan tersebut adalah orientasi mutu pada setiap aktivitas 

penyelenggaraan pendidikan sehingga produk yang ditawarkan oleh lembaga tetap 

diminati oleh semua pemangku kepentingan. Kebijakan yang memiliki tujuan 

yang baik, ternyata pada awal pelaksanaannya telah mendapat tantangan yang 

antara lain dapat disebabkan oleh proses analisa dan irnplementasi kebijakan yang 

kurang lengkap atau kurang sempurna. Fokus kebijakan memang diarahkan 

kepada solusi bagi kemandirian manajemen pendidikan (termasuk Pendidikan 

Tinggi), namun dampak terhadap mahasiswa sepertinya kurang dipertimbangkan. 

Konflik terhadap implementasi kebijakan ini muncul manakala masyarakat 

'dibebani' biaya kuliah yang cukup mahal bila dibandingkan dengan sebelumnya 

serta dibandingkan dengan penghasilan rata-rata masyarakat 
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